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“Start now, start where you are, start with fear, start with pain, start with doubt, 

start with hand shaking, start with voice trembeling; but strat and don’t stop. 

Start where ypu are, with what you have, just start” 
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ABSTRAKSI 

 

Dalam skripsi ini, penulis meninjau peran amicus curiae sebagai pertimbangan 

hakim dalam putusan kasus pidana di Indonesia. Tema ini dipilih karena adanya 

penggunaan konsep amicus curiae sebagai pertimbangan hakim dalam peradilan 

pidana di Indonesia, meskipun konsep ini biasanya diterapkan di negara dengan 

sistem hukum common law. Di Indonesia, penerapan konsep ini masih kurang jelas 

mekanismenya. Dalam penelitian ini terdapat dua urgensi masalah yaitu: peran 

amicus curiae dalam sistem peradilan di Indonesia dan pertimbangan hukum hakim 

dalam putusan dengan focus kasus PN Jakarta Selatan 798/PID.B/2022/PN 

JKT.SEL. penulisan ini menggunakan metode penelitian yuridis normative dengan 

pengumpulan data dari e-book, e-jurnal nasional dan internasional, serta artikel 

yang dapat dipertanggungjawabkan keabsahan dan kebenarannya, berkaitan 

dengan isu yang sedang diteliti. Temuan penelitian menunjukkan bahwa meskipun 

pendapat amicus curiae tidak dapat dijadikan sebagai dasar hukum, kehadiran 

mereka memberikan perspektif tambahan yang dapat memperkaya diskusi hukum 

dan membantu hakim dalam memahami isu-isu kompleks. Analisis menunjukkan 

bahwa peran amicus curiae berkontribusi pada peningkatan kualitas pertimbangan 

hukum meskipun terbatas dalam kerangka prosedural yang ada. 

Rekomendasi penelitian ini adalah peningkatan pengakuan dan penerimaan peran 

amicus curiae dalam sistem peradilan pidana Indonesia, serta peninjauan ulang 

terhadap aturan yang membatasi penggunaan pendapat mereka sebagai alat bukti. 

Hal ini diharapkan dapat meningkatkan keadilan prosedural dan kualitas putusan 

hukum. 

  

Kata Kunci: Amicus Curiae, Putusan Hakim, Sistem Peradilan Pidana 

Indonesia, PN Jakarta Selatan 789/PID.B/2022/PN JKT.SEL 
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ABSTRACT 

 

In this thesis, the author examines the role of amicus curiae as a consideration for 

judges in criminal case decisions in Indonesia. This theme was chosen due to the 

application of the amicus curiae concept as a consideration for judges in criminal 

court practice in Indonesia, even though conceptually its implementation is more 

common in common law countries. In Indonesia, there is still a lack of clear 

regulation regarding the mechanism for implementing the amicus curiae concept. 

This research addresses two urgent issues: the role of amicus curiae in the 

Indonesian judicial system and judicial considerations in decisions, focusing on the 

case of PN Jakarta Selatan 798/PID.B/2022/PN JKT.SEL. The study employs a 

normative juridical research method, collecting data from e-books, national and 

international e-journals, and credible articles related to the issue under 

investigation. The findings indicate that although the opinions of amicus curiae 

cannot serve as a legal basis, their presence provides additional perspectives that 

enrich legal discussions and assist judges in understanding complex issues. The 

analysis shows that the role of amicus curiae contributes to the enhancement of 

legal considerations' quality, despite procedural limitations. This research 

recommends increasing the recognition and acceptance of the role of amicus curiae 

in Indonesia's criminal justice system and reviewing the regulations that restrict 

their opinions from being used as evidence. This is expected to improve procedural 

justice and the quality of judicial decisions. 

 

Keywords: Amicus Curiae, Judicial Decision, Indonesian Criminal Justice 

System, PN Jakarta Selatan 798/PID.B/2022/PN JKT.SEL 
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